BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEI

PE. ATURAN _UPAT] ACEH ~  WIANG
NOMQR { TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Pasal ~ = avat {1) Peraturan | nerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
F turan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
. a Yang Bersuml - dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nepara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bupati
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Pe tapan Rincian Dana Desa
Setiap Kampung di kabupaten Aceh Tamiang Tahun
Anggaran 2020;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupa 1 Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Negara . .cpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
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Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
220);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal,
dan 7 insmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tent. g Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009
tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010
Nomor 15, Tambahan Lembaran [Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 28) scbagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Acch Tamiang Nomor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Acch
Tamiar~ Tahun 2018 Nomor 3);

.wraturan Bupa® Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018
tentang Daf - Kewenangan Kampung berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal ™ :rskala Kampung;
Peraturan Bupati Ac 1 Tamiang Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;

Peraturan Bupati Acch Tamiang Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN ...



o
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH  TAMIANG  TAHUN
ANGGARAN 2020.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

6.

O

Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tamiang.
Pemerintah Daerah Kabupaten vang selanjutny  disebut Pernerintah
" “upaten adalah unsur penyelenggara peme:’ tz' n kabupaten yang
terdiri atas Bupati dan Tzrangkat Kabupaten Aceh Tamiang,.
Bupati adalah Bupati Aceh T "ang.
Kampung adalah Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang, adalah
kesatuan masy -akat hukum yang memiliki batas wilayah vang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakal,
hak asal usul, ° /atau hak tradisional yvang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Neg 1 Kesatuan Republik Indonesia.
Dana Desa adalah dana vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung vang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang
dan digunakan untuk membiayai penvelenggara: pt  crintahan,
pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasvarakatan dan
pemberday in masyarakat.
Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam dibantu oleh
Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Kampung.
Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki
kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
Jumlah Kampung adalah jumlah kampung vang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya
disingkat APB™ ung  adalah  rencana  keuangan tahunan
Pemerintahan Kampung.
Rekening Kas Umum Kabupaten, selanjutnva dise i1t RKUK, adalah
rekening tempat menvimpan uang Pemerintahan Kabupaten yang
menampung selurub penerimaan Kabupaten dan digunakan untuk
membayar seluruh pengetuaran Kabupaten pada Bank yang ditetapkan.
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10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya
disebut RPJM Kampung, adalah rencana kegiatan pembangunan
kampung untuk jangka waktu 6 {enam) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut
RKPKampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut
APBRKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Kampung.

13. Rekening Kas Umum Negara yang selanju- a disingkat RKUN adalah
rekening tempat penvimpanan uang negara vang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
seluruh penerimaan n~-1ra dan membavar seluruh pengeluaran negara
pada bank sentral.

14. Rekenir~ Kas Umum Kabupaten vang selanjutnva disingkat RKUK
adalah rek g tempat penvimpanan uang Kabupaten vang ditentukan
olech RBupati untuk nampung selureh 1 2 7 1aan Kabupaten dan
membayar seluruh pengeluaran Ke 1paten pada bank yang ditetapkan.

15. Rekening Kas Kampung vang selanjutnva disebut RKK adalah rekening
tempat penvimpanan uar~ Pemerintahan Kampung vang menampung
seluruh  pene " 1aan Kampung dan untuk 'mbavar seluruh
pengeiuaran Kampur~ pac | yang ditetapkan.

BAB Il
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA

Pasal ~
Rincian Dana Desa setiap Kampung di Kahupaten Aceh Tamiang Tahun
Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
h. Alokasi Afirmast;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi _ ormula.

Pasal 3
(1) Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a, dihitung berdasarkan alokasi Dasar per Kabupaten dibagi
jumlah Kampung sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020.
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a. AA Desa - Alokasi Afirmasi setiap Desa

b.C™ = pagu Dana Desa nastonal

c. DST = jumlah Desa sangat tertinggal vang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi

d 7T jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk

skin tinggi

(2) Pengelola: " euangan K ung schags’™ 1ina pada pasal 4 ayat (4)

(3)

{4

(5)

huruf a dinilai dari:

#. perubahan  rasio Pendapatan  Asli Kampung terhadap total
pendapatan APBKampung dengan bobot 50% (lima puluh persen);
dan

b. rasio lhelanja bidang pembangunan ¢ pemberdayaan terhadap
total belanja bidang APBRampung dengan bobot 50% (lima puluh
persen).

Kampung penerima Alokasi Kinerja dalam Kabupaten Aceh Tamiang
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) ditentukan berdasarkan
urutan Kampung yang mempunyai skor kinerja terbaik vang dihitung
dengan menggunakan rumus:
Skor ..nerja = {020 X Y1) + (0,20 x Y2) + (0,25 x Y3) + (0,35 x Y4}

Keterangan:

» Skor Kinerja = skor kinerja sctiap Kampung

« Y1 = pengelolaan keuangan Kampung

e Y2 - pengelolaan Dana Desa

« Y3 capaian keluaran Dana Desa

o Y4 - capaian basil pembangunan Kampung

Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 avat {4) dihitung dengan bobot:

a, 10% {sep " ih persen) untuk jumlah penduduk;

b, 50% " 1a puluh persen) untuk angka kemiskinan,

c. 15% 7 1 belas per: 1) untuk luas wilavah; dan

d. 2. (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus:;

A" Desa — {(0,1xZ1) +{0,15xZ2) + (0,15xZ3) +(0 "5 x Z4)! x AF Kab

Keterangan:
« AF Desa = Alokasi Formula setiap Kampung

o Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total
Penduduk Kampung Kahupaten Aceh Tamiang



L]
N
b2

[

- rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung
Terhadap total Penduduk miskin Kampung dalam
Kabupaten Acch Tamiang

s 723 = rasio luas wilayvah setiap Kampung terhadap total luas

wilayah Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang

rasio IKG setiap Kampung terhadap 1KG Kampung
dalam Kabupaten Aceh Tamiang

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Aceh Tamiang

. Z4

il

(6} Angka kemiskinan Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat {5), masing masing ditunjukkan oleh
jumlah penduduk miskin Kampung dan IKG Kampung.

Pasal 6
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Aceh Tamiang ini.

BAB 11
=" " JRAN DANA L7 3A
Pasal 7

(1} Dana Desa disalurkan dari 7" "UN ke RKK melalui RKUX.

(2) Penyaluran Dana Desa sebag =~ na dimaksu * pada ayat (1) "~ tkukan
melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana
ha:s” pemotongan Dana Desa ke RKK sebag =~ wa dimaksud pada ayat
(2) sanakan berda: <an surat kuasa p¢ ‘ndahbukuar ~ana Desa
dari Bupati Aceh Tamiang.

{4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap [ paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni
sebesar 40% (empal puluh persen);

b. tahap Il paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu
keempat bulan 2~i1stus sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. tahap lll paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh p  :n).

(5] Pnﬂ..,‘l. amm———
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{5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
melalui  Nomor Rekening Kas Kampung pada Bank sebagaimana

tercantum pada Lampiran Il yang merupakan bagian yang t'° %
t  sisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tamiang ini.

Pasal 8

{1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4}
dilaks " an setelah " :pala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari
Bupati :eh Tamiang, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan Bupati Aceh Tamiang men; 1ai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Kampung;

2. Qanun Kampung mengenai APBKampung; dan

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penverapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

" ap I menunjukkan rata rata realisasi p /erapan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluarar wnjukkan p "'ng sedikit sebesar 35% " a puluh
lima persen); dan

c. tahap I berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap {! menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 90% {sembilan puluh persen)
dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung
tahun anggaran sebelumnya.

{2) Bupati Aceh Tamiang bertan; giawab untuk menerbitkan surat
kuasa pemindahbukuan Dana 1 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurul a angka 3 untuk seluruh Kampung, dan wajib disampaikan
pada saat penyampaian dokumen persyai ° penyaluran tahap 1
pertama k

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka
2 dan hurufcangka 1 dan ayat {2) hurufb angka 2 dihitung berdasark:
rata-rata persentase capaian keluaran d: seluruh kegiatan.

{(4) Penyusunan ...
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(4) Penvusunan laporan realisasi penverapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dan avat (2)
huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan,
uraian keluaran, volume keluar: satuan keluaran, dan capaian
keluaran.

(5} Dokume  persyaratan penvaluran sebagaim.  a dimaksud pada ayat (1)
dan ayat {2j disampaikan dengan surat pengant: vang ditandatangani
oleh Bupati Aceh Tamiang atau Wakil Bupati Aceh Tamiang atau pejabat
vang ditunjuk,

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyampatan dokumen persyaratan penyaluran
schagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {1), Datok Penghulu
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Aceh
Tamiang, dengan ketentuan:

a. tahap [ berupa Qanun K¢ pung meng  ai APBKampung;
b. tahap Il berupa:

L. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penverapan dan capaian keluaran Dana “esa
tahap | menunjukkan rata rata realisasi penverapan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh
lima persen); dan

c. tahap Ill berupa:

1. laporan realisasi penverapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap Il menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (semt ”  puluh persen)
dan rata-rata capalan keluaran menunjukkan pe' g sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stuntir~ tingkat Kampung
tahun anggaran sebelumnyva.

(2) Dalam rangka penvampaian dokumen persvaratan penvaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (2), Datok Penghulu
menyampaikan dokumen persyaratan p  aluran kepada Bupati Aceh
Tamiang, dengan ketentuan:

a. tahap [ berupa Qanun Kampung mengenai APBKampung; dan
b. tahap [l berupa:

l. poran realisasi penycrapan d  capaian keluaran Dana Desa

tahun anggaran sebclumnyva;

2. laporan ...
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2. laporan realisasi penverapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap ! menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 50% {lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh
lima persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung
tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka
2 dan hurufc angka 1 dan avat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan
rata-rata persentase capalan keluaran dari seluruh kegiatan.

(4] Penyusunan laporan 1n " asi penverapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat = dilakukan sesuai
denpgan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiat uraian
keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(5} Bupati Aceh Tamiang melakukan verifikasi ~ ssesuaian dokumen
persyaratan penvaluran sebagaimana dimaksud pada avat (1) "in avat
(2) dengan kondisi penyerapan dan capalan keluaran scbagaimmana
dimaksud pada ayvat (3) dan ayvat (4).

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {5),
bupati Aceh Tamiang menvampaikan dokumen persyvaratan penvaluran
atas Kampung vang lavak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum
memenuhi kebutuhan input data, Datok Penghulu menvampaikan
perubahan tabel referensi kepada Bupati Aceh Tamiang untuk
dilakukan pemutakhiran.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

{1} Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayvai
pembangunan dan pemberdavaan masyarakat ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, peningkatan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan
dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kampung.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
pada prioritas penggunaan Dana Desa yvang ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan
Peratur  Bupati Aceh Tami g.

Pasal 11 ...
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Pasal 11

{1) Pelaksanaan I atan vang dibiayai dari Dana Desa herpedoman pada
pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan —ang
dibiayai dari Dana Desa.

(2} Pclaksanaan kegiatan vang dibiavali dari Dana Desa diutamakan
dilak' ’ an secara swakelola dengan menggunakan sumber dayva/bahan
baku lokal, dan diupavakan dengan lebih hanvak nyverap tenaga
kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 12
{1) Datok Penghulu bertanggung jawab as pengguna: Dana Desa.
(2) Pe c:rintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana . 2sa.
(3) Pendampingan sebagaunana dimaksud pada avat (2] dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 13

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiavai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana “Tesa scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setelah endapat persetujuan Bupati.

{2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1),
Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang
menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

{3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan pada
saat evaluast rancangan Qanun Kampung mengenai APBKampung.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUAS!

Pasal 14

{1) Bupati melakukan Pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan
penggunaan Dana Desa.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan terhadap:
a. penerbitan Qanun Kampung Tentang APBkampung;
b. penyaluran Dana Dcsa;
c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat

Kampung,

e. sisa ..ana Desa ¢ RKK; dan
f. pencapaian keluaran Dana Desa,

[ TR B N
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a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau

b. putusan pengadilan yvang mempunvai kckuatan hukum tetap,
atasDatok Penghulu yvang melakukan penyalahgunaan pengelolaan
Dana Desa schagaimana dimaksud dalam ayat {1).

BAB VI
SANKSI
Pasal 17
Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
a. Bupati belk.  menerima dokumen secbag: © na dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2);
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih
dart 30% {tiga puluh persen); dan/atau
c. terdapat usulan dari aparat pengawas [ungsional Kabupaten.
Penundaan pe aluran Dana Desa sebagaimanad™  ksud pada ayat {1}
huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap Il tahun
anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran
sebelumnyva,
Dalam hal Sisa D. a Desa di RKK tahun anggaran sebell  iya lebih
besar « 1 jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II,
penyvaluran Dana Desa tahap 1l tidak ' kukan.
Dalam hal sainpai dengan minggu perte bulan Juni tahun anggaran
berjalan sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnva masih
lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penvaluran Dana Desa vang
ditunda sebagaimana dimaksud pada avat (2) tidak dapat disalurkan
dan menjadi sisa " ana Desa di RKK.
Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik di "ana Desa.
Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dim * sud pada ayat (4)
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada avat = hurul c
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Kabupaten dalam hal
terdapat potensi atau telah terjadi penvimpangan penyaluran dan,” ‘au
pt ggunaan Dana Desa.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada avat (7) disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepacda Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 18
Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:

a. dokumen ...
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a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 avat (1) huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau
sama dengan 30%: dan

¢. terdapat usulan pencabutan :komendasi penundaan dari aparat
pengawas fungsional Kabupaten Aceh ™ umiang.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran ~ar Desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat {1) huruf a dan huruf ¢ berlangsung sampai dengan
berakhimya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan 1 ke
RKK dan menjadi sisa Dana Desa di RKUK.

{3) Bupati melapo " an sisa Dana Desa di RKUK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Kepala KPPN sel * | KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Datok Penghulu vang bersangkutan
mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannva sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} paling ] %at akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBKampung tahun angg: in berikutnya.

(5) Datok Penghulu menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBKampung
tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(6} Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum
minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati
menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap Il yang
belum disalurkan dari RKUN ke RKUK kepada KKepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga
bulan Juni tahun anggaran berjalan.

{7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6], sisa Dana Desa di RKUK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 19

{1) Datok Penghulu melakukan rckonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKK dengan Bupati Aceh
Tamiang 1 ingl Hat akhir bulan Juni 2020.

(2) Datok Penghulu menyetorkan kumutatif sisa Dana Desa Tahun
Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKK sebagaimana dimaksud
pada avat {1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020,

{3} Bupari ...
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(3) Bupati Aceh Tamiang melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana
Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKK sehagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan data ku .latif sisa Dana Desa Tahun
Anggaran 2015s paidengan 2019 " RKK ° Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan
September 2020,

{4) Bupati men) orkan kumulatif sisa Dana Desa di RKK dan RKUK hasil
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling
lambat akbir bulan Oktober 2020.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannyva dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 2 2anuan 2020 ]
© Juvadl Aaad 14417 |

SEKRETARIS DAERALI
BUPATEN ACEH TAMIANG.

BAS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR 1.



LAMPIRAN 11 : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
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